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Abstract 

The implementation of medical and social rehabilitation for narcotics abusers in Karo 

Regency is carried out by the Karo Regency National Narcotics Agency which coordinates 

with the Karo Regency Police, the Karo Regency District Prosecutor's Office, and the Karo 

Regency District Court. This study aims to find out how rehabilitation is carried out for 

narcotics abusers by the Karo Regency National Narcotics Agency and whether there are 

obstacles in implementing medical and social rehabilitation for narcotics abusers 
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Abstrak 

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten 

Karo dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang menjalin koordinasi 

dengan Kepolisian Resor Kabupaten Karo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, dan 

Pengadilan Negeri Kabupaten Karo. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Karo serta apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan 

sosial terhadap penyalahguna narkotika. 

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika 
 

PENDAHULUAN 

Permasalahan penyalahgunaan 

narkotika sudah lama masuk dan dikenal di 

Indonesia, hal itu dapat dilihat dari 

dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik 

Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 

kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen 

Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 

enam permasalahan nasional yang menonjol, 

salah satunya adalah penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika menjadi masalah 

yang serius, maka dari itu pada zaman Orde 

Baru pemerintah mengeluarkan regulasi 

berupa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 

1997 sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (Verieza, 2009) 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang - 

Undang Narkotika, yang dimaskud dengan 

narkotika adalah zat atau obat yang berasal 

dari tanaman atau bukan tenaman, baik 

sintetis maupun semisintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, 

narkotika memiliki manfaat khususnya dalam 

bidang pengobatan, akan tetapi penggunaan 

narkotika yang tidak diikuti dengan adanya 

pengawasan dan pengendalian apat 

menimbulkan efek ketergantungan atau 

kecanduan dan kerusakan pada organ tubuh. 

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang - Undang 

Narkotika, yang dimaksud dengan 

penyalahguna narkotika adalah orang yang 
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menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. 

Penyalahguna narkotika dalam 

kepustakaan kriminologi dianggap sebagai 

kejahatan tanpa korban (victimless crime) 

dimana korban dan pelaku adalah tunggal 

atau satu, dalam artian korban adalah pelaku 

dan pelaku adalah korban (Waluyo, 2012). 

Dalam rangka mencegah maupun mengatasi 

masalah terkait penyalahgunaan narkotika, 

Indonesia telah mengundangkan Undang - 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, dimana menganut sistem 

pemidanaan dua jalur (double treack system) 

dengan sanksi berupa pidana dan/atau sanksi 

berupa tindakan. Undang - Undang 

Narkotika ini didukung oleh Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 

yang dimana penyalahguna narkotika tidak 

hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan 

namun juga dipandang sebagai korban 

kejahatan dari apa yang dilakukannya sendiri 

sehingga penyalahguna narkotika dapat 

dijatuhi sanksi berupa pidana badan dan/atau 

sanksi berupa rehabilitasi tergantung zat 

narkotika yag dimilikinya.  

Badan Narkotika Nasional menjamin 

pengguna dan pengedar narkotika akan 

diperlakukan berbeda dalam proses hukum. 

BNN sendiri memiliki tim asesmen terpadu 

yang menentukan apakah seseorang sebagai 

pecandu atau bukan dan dapat 

direkomendasikan untuk ditempatkan 

kedalam rehabilitasi. Tim asesemen terpadu 

terbagi menjadi 2 tim, yaitu : Tim Medis dan 

Tim Hukum. Tim Medis terdiri dari dokter, 

psikolog, dan psikiater yang memiliki 

kompetensi mengenai narkotika dan Tim 

Hukum yang terdiri dari Kepolisian, 

Kejaksaan dan BNN serta melibatkan Badan 

Pemasyarakatan dari Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi merupakan 

salah satu upaya bagi pecandu narkotika 

yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan 

maupun keadaan fisik dan mental agar dapat 

kembali di lingkungan masyarakat secara 

normal. Rehabilitasi adalah suatu proses 

kegiatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan narkotika. 

Rehabiltasi sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, 

yaitu: Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

Sosial. 

Proses rehabilitasi medis meliputi 

asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, 

program rehabilitasi rawat jalan atau rawat 

inap dan program pascarehabilitasi. 

Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan di 

BNN setempat dan di rumah sakit yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

swasta yang ditunjuk oleh Menteri 

Kesehatan. Meskipun demikian, Undang - 

Undang Narkotika memberi kesempatan 

kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dapat 

melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu 

narkotika dengan syarat adanya persetujuan 

dengan Menteri Kesehatan (Dirdjosisworo, 

1987). 

Proses rehabilitasi sosial meliputi 

proses kegiatan pengobatan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial agar mantan 

pecandu narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Layanan pascarehabilitasi 

bertujuan untuk membawa mantan pecandu 

narkotika berhenti hingga titik total abtinen 

(berhenti total menggunakan narkotika) dan 

menurunkan kekambuhan yang biasa dialami 

oleh mantan pecandu narkotika.  

Sehingga, hasilnya adalah pulih, 

produktif, dan berfungsi sosial. Berdasarkan 

latar belakang masalah diatas, maka terdapat 

beberapa rumusan masalah diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis 

dan psiko sosial rawat jalan terhadap 

penyalahguna narkotika oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kabupaten 

Karo? 

2. Apakah yang menjadi kendala yang 

dialami dalam pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan psiko sosial rawat jalan 

terhadap penyalahguna narkotika? 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode penerapan layanan 

Pengabdian kepada masysrakat yang 

dilakukan oleh tim meliputi : 

1. Difusi IPTEK : Melalui metode difusi 

IPTEK ini masyarakat mendapatkan 

pengetahuan baru yang bermanfaat untuk 

dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

2. Pelatihan : Metode pelatihan bertujuan 

untuk memberikan pembekalan kepada 
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masysrakat luas secara umum dan 

masyarakat Desa Lingga Kabupaten Karo 

secara khusus 

3. Mediasi : Metode mediasi bertujuan 

menjembatani masyarakat dengan 

lembaga / badan pemerintahan yang 

membidangi rehabilitasi narkotika untuk 

menyelesaikan permasalahan mengenai 

penyalahgunaan narkotika 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan 

Psikososial Rawat Jalan Terhadap 

Penyalahguna Narkotika Oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kabupaten 

Karo 

Pelaksanaan Peraturan Bersama di 

Kabupaten Karo adalah dengan dibentuknya 

Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat 

Kabupaten Karo. Tujuan dibentuknya TAT 

Tingkat Kabupaten Karo adalah agar 

pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, 

dan korban penyalahguna nakotika yang 

ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa, 

maupun Terpidana dalam perkara tindak 

pidana narkotika dapat terlebih dahulu 

ditempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi 

milik BNN Kabupaten Karo selama 

menjalankan pemeriksaan maupun 

persidangan guna memperoleh pengobatan 

dan pemulihan. 

Berdasarkan hal tersebut maka 

dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat 

Kabupaten Karo diharapkan agar pecandu 

narkotika mendapat penanganan secara tepat. 

Kewenangan dari Tim Asesmen Terpadu 

tingkat Kabupaten Karo adalah menentukan 

kriteria tingkat keparahan pengguna 

narkotika sesuai dengan jenis kandungan 

yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika 

ditangkap pada tempat kejadian perkara, 

merekomendasi rencana terapi dan 

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan 

korban penyalahguna narkotika 

Pelaksanaaan asesmen dan analisis 

dilakukan oleh tim hukum yang bertugas 

melakukan analisis yang berkaitan dengan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika dan penyalahgunaan narkotika 

berkoordinasi dengan penyidik yang 

menangani perkara, serta tim dokter bertugas 

melakukan asesmen dan analisis medis, 

psikososial serta merekomendasi rencana 

terapi dan rehabilitasi penyalahguna 

narkotika. 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

BNN Kabupaten Karo selama kurun waktu 

2020 – 2021 telah melakukan rehabilitasi 

medis dan sosial terhadap penyalahguna 

narkotika dan mantan penyalahguna 

narkotika yang direhabilitasi di LRIP 

(Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah) 

dan LRKM (Lembaga Rehabilitasi 

Komponen Masyarakat). Disamping itu, 

BNN Kabupaten Karo telah melakukan 

layanan asesmen terpadu terhadap Tersangka 

penyalahguna narkotika. 

 

Kendala yang dihadapi dalam 

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan 

Psikososial Rawat Jalan terhadap 

Penyalahguna Narkotika 

Penegakan hukum pidana merupakan 

representasi dari upaya penanggulangan 

kejahatan. Penggunaan hukum pidana dapat 

dikategorikan sebagai kontrol sosial dan 

sebagai pembaharuan yang merupakan 

bagian dari kebijakan kriminal untuk 

penanggulangan kejahatan. Upaya 

penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana dilakukan guna mencapai tujuan akhir 

dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu 

terciptanya kesejahteraan masyarakat, 

ketertiban dan kedamaian. 

Penegakan hukum merupakan suatu 

kewajiban yang harus dijalankan negara 

dalam melindungi warganya, karena 

penegakan hukum adalah menegakkan nilai - 

nilai kebenaran dan keadilan. 

Usaha penegakan hukum pidana pada 

hakikatnya adalah bagian dari usaha 

penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana itu sendiri. older philosophy of crimel 

control istilah tersebut memiliki makna 

bahwa penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan sanksi pidana merupakan cara 

yang paling tua, setua peradaban manusia itu 

sendiri. Berdasarkan Undang - undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

diatur beberapa ketentuan yang membahas 

pengertian dan istilah - istilah yang diatur 

dalam Undang - Undang Narkotika tersebut. 
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Undang - undang ini diselenggarakan 

berasaskan keadilan, pengayoman, 

kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, 

keamanan, nilai - nilai ilmiah dan kepastian 

hukum. 

Penegakan hukum pidana berkaitan 

dengan masalah tindak pidana narkotika dan 

peredaran narkotika dengan menggunakan 

teori represif dan teori prefentif. Disamping 

itu, terdapat strategi berupa rehabilitasi dan 

pengobatan. Berdasarkan hal tersebut 

penyalahguna narkotika tidak hanya 

dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tetapi 

juga dianggap sebagai korban kejahatan yang 

memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. 

Soerjono Soekanto mengemukakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum antara lain: faktor 

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, 

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, faktor individu, keluarga 

dan masyarakat. Dari keempat faktor 

tersebut, keempatnya memiliki hubungan 

yang sangat berkaitan yang merupakan esensi 

dari penegakan hukum dan bekerjanya 

hukum dalam masyarakat.  

Berdasarkan pandangan tersebut 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika 

yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Karo 

adalah kurangnya sinergitas (faktor sarana / 

fasilitas) antara pihak Pengadilan Negeri 

Karo dengan pihak BNN Kabupaten Karo. 

Rochania Hakim, seksi rehabilitasi BNN 

Kabupaten Karo mengatakan bahwa: 

“kurangnya sinergitas (komunikasi) antara 

pihak BNN Kabuaten Karo dengan pihak 

Pengadilan Negeri Karo mengakibatkan 

putusan terhadap narapidana Yehezkiel 

Ricky Antoro menjadi tidak jelas (kabur). 

Narapidana Yehezkiel RickyAntoro divonis 

oleh Pengadilan Negeri Karo dengan vonis 

mengikuti pembimbingan dan penyuluhan 

oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Karo selama 6 (enam) bulan.  

Dalam program rehabilitasi, BNN 

Kabupaten Karo tidak mencantumkan 

program rehabilitasi untuk mengikuti 

penyuluhan dan pembimbingan, karena 

penyuluhan dan pembimbingan hanya 

dilakukan satu kali pertemuan saja yang 

nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan 

rehabilitasi terhadap narapidana 

penyalahguna narkotika. Seharusnya pihak 

Pengadilan Negeri Temangugung atau hakim 

yang memeriksa perkara tersebut 

berkonsultasi terlebih dahulu, terdapat 

program rehabilitsi seperti apa yang ada di 

BNN Kabupaten Karo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Dokumentasi Foto Bersama Setelah Kegiatan 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap 

penyalahguna narkotika diawali dengan 

pengajuan asesmen oleh Penyidik yang 

menangkap penyalahguna narkotika kepada 

BNN Kabupaten Karo yang nantinya hasil 

proses asesmen tersebut berupa rekomendasi 

apakah dapat direhabilitasi atau tidak. 

Setelah dikeluarkannya putusan oleh 

Pengadilan Negeri Karo yang menyatakan 

bahwa penyalahguna narkotika mengikuti 

rehabilitasi di BNN Kabupaten Karo, BNN 
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Kabupaten Karo melaksanakan proses 

rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. 

Pelaksanaan rehabilitasi tersebut yaitu:  

Pertama, pelaksanaan rehabilitasi medis yang 

dilaukan oleh BNN K-Karo berupa: 

Scanning, Evaluasi Fisik, dan Stabilisasi. 

Kedua, pelaksanaan rehabilitasi sosial 

berupa: Primary, Konseling dengan keluarga, 

Re - Entry. Ketiga, layanan pascarehabilitasi. 

Berdasarkan kendala yang dialami oleh BNN 

Kabupaten Karo dalam pelaksanaan 

rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika 

terbagi menjadi lima (5) faktor, yaitu: Faktor 

sarana / fasilitas, Faktor Penegak Hukum, 

Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor 

Individu, Faktor Keluarga, dan Faktor 

Lingkungan dan Masyarakat. Upaya yang 

dilakukan oleh BNN Kabupaten Karo adalah 

membentuk Tim Pengawas TAT, dan apabila 

tidak berjalan dengan baik dalam Tim 

Pengawas TAT maka BNN Kabupaten Karo 

akan menutup pelaksanaan TAT 
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